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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum 

daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.1 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi 

pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

                                                             
1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004,Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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dalampelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi.  

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 tentangPemerintah 

Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah 

yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.2 

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat 

penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Ujang Bahar  memberikan defenisi tentang pendapatan asli daerah (PAD) 

bahwa PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber atau potensi 

dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi3. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber 

                                                             
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2008, Tentang Pemerintah Daerah 
3Ujang Bahar, Peran Daerah Dalam Pengadaan Tanah, (Tinjauan dari segi Pembiayaan), 

(Hukum Keuangan: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1), hlm. 41. 
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penerimaan keuangan negara.Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya 

dapat membiayai APBD, namun proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total 

penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah 

daerah. 

Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan 

secara maksimal namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 

di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.Dalam upaya memperbesar peran 

pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih 

mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat 

dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu 

alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan 

daerah.Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk 

mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk 

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya 

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif 

khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.4 

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah 

dilarang: 

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

                                                             
4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2010,  Pasal 10, Tentang Pemerintahan Daerah. 
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biayatinggi. 

2. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang mobilitas penduduk, lalu 

lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor.5 

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:  

1) Pajak Daerah  

a. Pajak Provinsi 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak-pajak yang dikelola langsung oleh 

Daerah Provinsi adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 adalah adalah pajak atas kepemilikandan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor.6Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

                                                             
5Rangga Diza, Mohd, 2009, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara, FE USU. 
6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

air(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). 

2. Pajak Rokok 

Pajak Rokok sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 adalahpungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah.7Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

cukai rokok.  

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah 

(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).Penerimaan pajak rokok, baik 

bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 

50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum 

oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

3. Pajak Air Permukaan 

Pajak Air Permukaan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-

undang No. 28 Tahun 2009 adalahpajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air permukaan.8Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif 

                                                             
7 Ibid. hlm. 20. 
8 Ibid. hlm. 20. 



22 
 

Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-

Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotorsebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalahsemua jenis bahan bakar cair 

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

5. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor.9 

Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, 

warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

b. Pajak Kabupaten/ Kota 

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak-pajak yang dikelola langsung oleh 

Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Hotel 

                                                             
9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab II 

Pasal 2. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

2. Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/ Rumah 

Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak 

Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi 

pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 

baik dikonsumsi ditempat. 

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan 

dan/ atau minuman dari restoran Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan dan  Tarif Pajak : Dasar 

Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima restoran Tarif Pajak ditetapkan 10% (Sepuluh Persen) Besarnya pajak 
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yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan (10%) 

dengan dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran/ Rumah Makan. 

3. Pajak Hiburan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, 

diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi 

uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh 

puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif 

Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

4. Pajak Parkir 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling 



25 
 

tinggi sebesar 30% (Pasal  65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

5. Pajak Reklame 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah). 

6. Pajak Air Tanah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling 

tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 



26 
 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam 

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.  

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan 

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di 

bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.  

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).Adapun 

hal-hal yang mengharuskan masyarakat unruk membayar Pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah karena adanya peralihan hak (Jual Beli), 

waris, lelang serta peningkatan hak surat tanah. 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik 

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

10. Pajak Penerangan Jalan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

11. Pajak Sarang Burung Walet 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah 
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satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 

maxina,collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung 

Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

 

2) Retribusi Daerah, terdiri dari: 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga 

yaitu : 

a. Jasa Umum  

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi 

Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi 

penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan 

pelayanan secara cuma-cuma (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

Menurut Ahmad Yani (2004 : 63), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 

retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan 

biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek 

keadilan. 
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Terdapat penambahan 4 (empat)  jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi 

Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi 

Pelayanan Pendidikan,dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah : 

1)      Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,  balai pengobatan, dan 

rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan 

pendaftaran (Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

2)        Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan 

sementara. 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara 

ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah. 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 112 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 
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3)        Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 

Sipil 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 

Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas 

kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu 

keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta 

pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing 

dan akta kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

4)        Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi 

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, 

pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau 

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah 

(Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). 

5)        Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 115 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

6)        Retribusi Pelayanan Pasar 
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Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah 

daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

7)        Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

(Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). 

8)      Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah 

pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang 

dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

9)        Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat 

oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

10)    Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
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Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan 

dan/atau penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana 

yang tertuang dalamPasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

11)    Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair 

rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi 

pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

12)    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan 

pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian 

barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

13)    Retribusi Pelayanan Pendidikan  

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang 

tertuang dalamPasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah). 

14)    Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 



33 
 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan 

ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 

keamanan, dan kepentingan umum sebagaimana yang tertuang dalamPasal 120 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

b.    Jasa Usaha 

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha 

adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial yang meliputi : 

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal;dan/atau. 

2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi 

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Ahmad Yani, 2004 : 64). 

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008  Jenis Retribusi 

Jasa Usaha terdiri dari : 

1)        Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan 

Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah 
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penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

2)        Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar 

grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, 

yang disediakan/diselenggarakan oleh sebagaimana yang tertuang dalamPasal 

123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

3)         Retribusi Tempat Pelelangan 

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan 

yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan 

serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

4)         Retribusi Terminal 

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempatparkir untuk 

kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 

lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalamPasal 131 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

5)       Retribusi Tempat Khusus Parkir 
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Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus 

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 

(Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah). 

6)        Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

7)       Retribusi Rumah Potong Hewan 

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan 

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan 

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

8)        Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan 

jasakepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

yang tertuang dalamPasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)        Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 



36 
 

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, 

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalamPasal 136 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

10)         Retribusi Penyeberangan di Air  

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan 

orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalamPasal 137 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

 

11)    Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan 

hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalamPasal 

138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). 

c.      Perizinan Tertentu  

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 
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melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan 

sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan 

untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang 

bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak 

negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64). 

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 

1)         Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk 

mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain 

dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana 

teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien 

dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi 

pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati 

bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

2)        Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholadalah 

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat 
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tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah). 

3)        Retribusi Izin Gangguan 

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan 

kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, 

kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan 

usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 

keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan 

memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

4)        Retribusi Izin Trayek 

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 

suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

5)        Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk 

melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah). Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 

PerijinanTertentu.  
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3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan 

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan 

ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau 

pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. 

B. Pajak  

1. Pengertian Pajak 

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang 

wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayaipengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan 

pemerintahan.10 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pajak itu adalah pungutan yang 

dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang 

atau dari yang diperdagangkan.11Dibawah ini dikemukakan defenisi pajak menurut 

para ahli di antaranya:  

                                                             
10 Tubagus Chairil Amachi Zandjani, Perpajakan, ( Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), 

hlm. 1. 
11Badudu, Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. 

Ke-1, hlm.978. 
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1. Wahabah al- Zuhaily mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna 

menunjukkan jenis pungutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari 

rakyatnya, baik berupa pungutan daripemilikan atas tanah, pengelolaan tanah, 

atau pun sumber- sumber lainnya.12 

2. MJH Smets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang 

menurut norma-norma umum yang dapat di paksakan, tanpa adanya kontrak 

prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah.13 

3. Rocmat Soemitro, (Guru Besar pada Universitas Padjajaran Bandung) dalam 

bukunya “ Dasar- Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat,”  mendefenisikan 

bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak Prestasi) 

yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.14 

4. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peratuan-

peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

                                                             
12Wahabah al- Zuhaily, Al-Fiqh al-islami Wa Adillatun, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz V, 

hlm. 532. 
13 Bohari , Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT . Raja Gravindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, 

hlm. 19-20. 
14 Sudarsono, Aturan Bea Materai dan Kebijaksanaan Pajak, (Jakarta: PT . Rineca Cipta, 

1994 ), Cet. Ke-1 , hlm. 2 
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ditujukan dan yang gunanyaadalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan tugas pemerintah.15 

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat 

pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan 

ketiga UUD 1945 PASAL 23A yang menyatakan “ pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang,dan dapat 

dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan”. 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat 

ditunjukkan secaralangsung. Misalnya orang yang taat membayar pajak 

kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang 

yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun 

pembangunan. 

4. Dan selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas Negara/ 

anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan 

kebijkan negarqa dalam lapangan ekonomi sosial (fungsi mengatur/ regulative). 

Dari beberapa jenis defenisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat juga 

di ketahui bahwa unsur pajak mencakup : 

                                                             
15 Bohari, Op. Cit, hlm. 19. 
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a. Pungutan oleh pemerintah. 

b. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. 

c. Pemerintah tidak secara langsung meberikan balas jasa kepada pribadi pembayar 

pajak. 

d. Pelaksanaannya bila erlu dapat dipaksakan artinya: hutang itu dapat ditagih 

dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita. 

e. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk 

keperluan masyarakat. 

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh 

Irwansyah Lubis,16 yaitu; 

1. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bila 

kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang 

diperolehnya dari jasa-jasapemerintah; 

2. Kemampuan membeyar pajak (ability to pay); 

3. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarifpajak; 

4. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat; 

5. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan 

memuaskan bagi wajibpajak; 

6. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan 

                                                             
16 Irwansyah Lubis,Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan 

Hukum, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 70. 
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kesadaran untuk memenuhi kepatuhan membayarpajak. 

Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat 

mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat. Saat ini, Pajak 

merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan 

bangsa ini.17 Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

harus berdasarkan azaz keadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “segala 

pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang”. 

Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah harus berdasarkan 

undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan 

keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan 

peraturan-peraturan lain yang lebih rendah dari pada undang-undang.18Beban pajak 

yang ditimbulkan dapat dianalisis dengan dua cara. Pertamamengaitkan beban itu 

dengan program pengeluaran pemerintah.Pajak yang dipungut menimbulkan beban 

kemudian hasil pungutan itu dipakai untuk membiayai program pengeluaran 

pemerintah, yang memberi manfaat kepada parapembayar. Dengan demikian beban 

ini diimbangi dengan manfaat. 

                                                             
17Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, Perpajakan, (Yogyakarta, Akademi 

Manajemen Perusahaan, YKPN, 2005), ed 3, cet. Ke 1, hlm. 2. 
18Rochmat soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan I, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 1998), 

ed. Revisi cet. 5, hlm. 7. 



44 
 

Cara ini disebut balanced budget incidence. Cara kedua adalah melihat 

pengeluaran pemerintah tertentu dibiayai dari salah satu jenis pajak yaitu akibat 

pembebanannyabila jenis pajak diganti jenis pajak yang lain untuk membiayai jumlah 

pengeluaran yang sama disebut differential incidence (Arsjad, 1992). Menurut 

Musgrave (Starling, 1977) pemerataaan pendapatan dapat dilaksanakan melalui 

pajak, yaitu melalui program transfer, tarif pajak progresif dan pembiayaan terhadap 

penyediaan jasa-jasa publik. Pembaharuan perundang-undangan di bidangperpajakan 

tahun 1983 pada akhirnya bertujuan untuk mengefektifkan program pemerataan 

pendapatan. 

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang 

pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan 

negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai 

contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal23 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangannegara ditetapkan berdasarkan 

undang-undang. 

Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas 

atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. 

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam 

menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai 

landasan untuk mengenakan pajak adalah: 
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1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) 

merupakan asas yang dalam suatu negara akan mengenakan pajakatas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan,apabila untuk 

kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) 

atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan 

berkedudukan di negara itu. 

2. Asas sumber merupakan asas yang dianut oleh suatu negara mengenakan pajak 

atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 

hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima 

oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang 

berada di negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari 

penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah 

Indonesia. 

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan 

(nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan 

pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang 

memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan 

darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam 

asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan 

dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak 

atas world wide income. 

2. Fungsi Pajak 
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Pada dasarnya fungsi pemungutan pajak antara lain adalah: 

a. Fungsi Bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaranya. Dimana pembangunan hanya cukup 

tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan 

terbesar dalam keuangan negara. 

b. Fungsi Regularend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi misalnya: 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif.19 

c. Fungsi Stabilisasi, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 

inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 

pajak yang efektif dan efesien. 

d. Fungsi Redistribusi, pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara 

akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga 

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, 

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

                                                             
19 Mardiasmo , Perpajakan , (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003 ), Cet. Ke-5, hlm.1. 
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3. Jenis Pajak 

Pajak biasa dilihat dari segi golongan, sifat, dan lembaga pemungutan pajak 

dibagi kepada:  

Menurut golongan: 

a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya 

pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya, pajak penambahan nilai. 

Sementara itu dari segi sifatnya, pajak dibagi pula menjadi: 

a. Pajak subjektif merupakan pajak yang atau berdasarkanpada subjeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan. 

b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai 

dan pajak penjualan atas barang mewah. 

 Sedangkan menurut lembaga pemungutnya dibagi kepada: 

a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, 

pajak bumi dan bangunan dan bea materai. 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk rumah tangga daerah, pajak daerah dibedakan atas dua yaitu pajak 
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yang dipungut oleh Propinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, 

Pajak Air Permukaan, Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dan pajak yang 

dipungut oleh Kabupaten / Kota misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan/ Non PLN,  Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan 

Bangunan.20 

C. Retribusi 

1. Pengertian Retribusi 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.21 Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran 

wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh 

negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat 

langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari 

Negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah 

sakit yang dikelola oleh pemerintah.22 

Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

pemerintah harus pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit 

                                                             
20 Ibid, h. 5-6. 
21 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2006, hlm. 432. 
22 Ibid, hlm. 432. 
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pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota 

masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih 

pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang 

ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi 

yang ditetapkan saja yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit 

pemerintah. 

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa 

tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.23 

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah: 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang 

disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. 

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di 

Indonesia2 adalah sebagai berikut : 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan 

peraturan daerah yangberkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah. 

3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara 

                                                             
23 Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali 

Pers, Jakarta, hlm. 4. 
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langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

yang dinikmati oleh orang ataubadan. 

Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika 

tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. Karena retribusi kontra prestasinya langsung dirasakan, maka dari 

sudut sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis, artinya 

apabila seseorang atau badan mau membayar retribusi, maka manfaat ekonominya 

dapat langsung dirasakan. 

Namun, apabila manfaat ekonominya telah dirasakan, tetapi retribusinya tidak 

dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti pajak.24Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi 

adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak 

semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi 

hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak 

dijadikan sebagai objekretribusi. 

Undang- undang nomor 34 tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan 

peraturan daerah.25 Untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, 

                                                             
24 Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2004, hlm. 

5. 
25Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2006, hlm. 452. 
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kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang 

retribusi daerah tersebut. Peraturan  daerah tentang suatu retribusi daerah 

diundangkan dalam lembarandaerah yang bersangkutan. Peraturan tentang retribusi 

daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan 

perundang- undang yang lebihtinggi. 

Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah.26 Berbeda dengan pajak daerah adalah iuran 

wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- 

undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang 

wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah.27 

Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut: 

 

1. Pungutan retribusi harus berdasarkanundang-undang 

2. Sifat pungutannya dapat di paksakan 

3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara 

                                                             
26 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm. 424. 
27 Marihot Pahala Siahaan, Op.cit, hlm. 10. 
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4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 

5. Imbalan langsung dapat diserahkan oleh pembayarretribusi.28 

Biasanya pungutan retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kapada setiap orang atau 

badan. Karena imbalannya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya 

lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Maksudnya, apabila seseorang atau 

badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat ekonominya langsung dapat 

dirasakan. Sementara, apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi 

retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan 

seperti halnya pajak.29 

2. Tata Cara Pemungutan Retribusi 

 

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.30 Artinya seluruh proses 

kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. 

Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-

badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan 

sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.31 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan 

                                                             
28 Ibid. 
29 Wirawan  B.  Ilyas  dan Richard  Burton,  Hukum  Pajak,  Jakarta:  Salemba  Empat, 2004, 

hlm. 6. 
30 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: UII Perss, 2005, hlm. 96. 
31 Marihot Pahala Siahaan, Op.cit, hlm. 455. 
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retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika 

wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, maka ia dikenakkan sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2% setiap 

bulan dari retribusi terutang.  

Kemudian ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). 

STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi 

daerah ditetapkan oleh kepala daerah.32 

3. Objek dan Subjek Retribusi Daerah 

a. Objek Retribusi Daerah 

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat 

dipungut retribusinya, akan tetapi hanya ada beberapa jenis jasa tertentu yang 

menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijakdikan sebagai obyek 

retribusi. Jasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga  golongan, 

diantanya adalah sebagaiberikut: 

a. Jasa umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan. 

b. Jasa usaha, merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, 

dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat 

                                                             
32 Ibid, hlm. 456. 
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disediakan oleh sektorswasta. 

c. Perizinan tertentu, merupakan kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam 

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.33 

b. Subjek Retribusi Daerah 

Subyek retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

 

a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan 

b. Retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.34 

c. Macam-macam tarif 

 

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan 

dalam prinsip maupun keadian dalam pelaksanaannya. Dengan adanya 

keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat 

                                                             
33Ibid, hlm. 434-435. 
34 Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2013, hlm. 18. 
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penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di bawah ini akan 

sedikit dijabarkan tentang macam-macam tarif di antaranya adalah: 

1. TarifTetap 

 

Tarif tetap yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun 

dasar pengenaan pajaknya berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak 

yang terutang selalu tetap.35 

2. Tarif Proporsional atau Sebanding 

 

Tarif proporsional yaitu tarif pemunugutan pajak yang menggunakan 

persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar 

pengenaan pajak. Dengan demikian, semakin besar jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajak, maka akan menjadi beasar pula jumlah 

pajak terutang (yang harus dibayar).36 

3. Tarif Progressif (Meningkat) 

 

Tarif progressif yaitu tarif pungutan pajak yang presentasinya semakin 

besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin 

besar. 

4. Tarif Degresif (Menurun) 

                                                             
35 Erly Suandy, HukumPajak, Edisi-5, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 67. 
36 Ibid. 
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Tarif degresif yaitu tarif pemungutan pajak yang presentasenya semakin 

kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. 

Meskipun presentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang 

terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang 

dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakinbesar. 

5. Tarif Advalorem 

 

Tarif advalorem yaitu suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan 

atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. 

6. Tarif Spesifik 

 

Tarif spesifik yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis 

barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.37 

4. Dasar Pengenaan Retribusi 

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang 

memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan.28 Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan 

peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah 

                                                             
37 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba  Empat,  2004,  

hlm.25-27. 
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tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai: 

a. Nama, obyek, dan subyekretribusi 

b. Golonganretribusi 

c. Cara mengukur tingkat penggubaan jasa yangbersangkutan 

d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarifretribusi 

e. Struktur dan besarnya tarif retribusi 

f. Wilayahpemungutan 

g. Tata carapemungutan 

h. Sanksiadministrasi 

i. Tata cara penagihan administrasitanggal mulai berlakunya administrasi.38 

Selain peraturan pokok di atas, peraturan daerahtentang retribusidapat mengatur 

ketentuan mengenai: 

1. Masa retribusi 

2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 

atas pokok retribusi dansanksinya 

3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.30 

D. Konsep Pajak Dalam Islam 

Ekonomi Islam didefinisikan secara beragam oleh para pakar ekonomi islam, 

diantaranya adalah Muhammad Abdul Mannam. Ia berpendapat bahwa yang 

                                                             
38 Marihot Pahala Siahaan, Loc.cit, hlm. 452-463. 
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dimaksud ekonomi Islam adalah pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.39 

Adapun menurut Yusuf Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiah, 

karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah SWT dan cara-

caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi baik, baik 

produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikatkan pada prinsip Ilahiah dan pada 

tujuan Ilahi.40 

Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Umer Chapra adalah suatu 

pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu 

pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku 

makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.41 

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiqy, ekonomi Islam 

adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. 

Dalam usaha keras ini mereka dibantu Al-Qur’an danSunnah, akal (ijtihad) dan 

pengalaman. Dari definisi ini tedapat tiga cakupan utama dalam ekonomi Islam, yaitu 

tata kehidupan, pemenuhan kebutuhan dan ridho Allah SWT yang kesemuanya 

diilhami oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang 

                                                             
39 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa,1997), hlm. 19 
40Yusuf Qhardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani 

Press,1997), hlm. 25 
41 Musthafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm.16. 
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akhirnya menunjukkan konsisten antara niat karena Allah, kaifiat atau cara-cara dan 

tujuan dari setiap manusia. 

Ini tidak berarti ekonomi Islam hanya diproyeksikan untuk orang-orang 

beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi 

ekonomi dengan orang-orang non muslim sekalipun. Dengan kalimat lain, ekonomi 

Islam lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan 

dibangun dari pada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang harus 

beragama Islam. Hanya saja, tentunya Islam menghendaki agar umat Islam itu sendiri 

justru menjadi pelopor dan pengawal dari sistem ekonomi Islam itu sendiri yang 

dimilikinya.42 

Islam tidak hanya  mengajarkan mengenai ibadah dalam  arti yang sempit. 

Ajaran Islam meluaskan makna ibadah bukan hanya pada tatanan hubungan manusia 

dengan penciptanya saja namun juga  termasuk hubungan manusia dengan dirinya 

dan sesamanya termasuk dalam hal ini adalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. 

Dalam konteks yang lebih besar lagi, Islam mengatur urusan manusia dalam segala 

aspek kehidupan. 

Dalam perekonomian, Islam memberikan hak  kepada negara untuk ikut 

campur dalam kegiatan ekonomi umat. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam 

hal pembagian  harta Fai’ Bani Nadir kepada Kaum Muhajirin saja kecuali dua orang 

yang fakir dikalangan Kaum Anshar. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah untuk 

                                                             
42M.Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam, (Ciputat: 

KolamPublishing, 2008), hlm. 49. 
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menegakkan keseimbangan antara orang-orang Muhajirin yang telah meninggalkan 

harta mereka di Mekah dan lari membawa agama mereka ke Madinah dengan orang-

orang Anshar yang masih memiliki harta.43 

Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri yang memiliki tujuan dan nilai-nilai 

tersendiri yang membedakan dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi Islam  

bertujuan kebaikan  dalam kerangka kerja norma-norma moral islam,  persaudaraan  

dan  kesejahteraan  yang  sifatnya  universal,  distribusi pendapatan yang merata dan 

kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.44 

E. Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam  

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama sebagaimana 

dalam ekonomi non-Islam. Dimana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas 

ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yangtinggi dan pemerataan pendapatan, 

ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan lain (doktrin) Islam atau 

dengan kata lain tujuan tersebut harus dicapai dengan melaksanakan hukum Islam. 

Dalam sistem ekonomi Islam, juga dikenal adanya kebijakan fiskal. Tujuan 

kebijakan fiskal adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang 

membedakan antara ekonomi konvensional dan Islama dalah prinsip-prinsip dalam 

pengelolaan anggaran. Dalam Islam, prinsip pengelolaan anggaran keuangan negara 

selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan sehingga segala sesuatunya bersumber 

                                                             
43 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum, (Surabaya: 

Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 183. 
44Veithzal Rivai dkk, Islamic Financial Management, Jilid1,(Bogor: Ghalia Indonesia,Cet.1, 

2010), hlm. 127. 
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dan berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, kebijakan anggaran hanyalah sebagai 

komplemen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi makro.45 

Pada masa Rasulullah SAW kebijakan fiskal yang diambil meliputi tindakan-

tindakan sebagai berikut: 

a. Pendapatan nasional dan partisipasi kerja, meliputi: memperkejakankaum 

Muhajirin dengan Anshor, pembagian tanah, dan menghubungkan kerjasama 

(partnership) antara kaum Muhajirin dengan Anshor dalam hal modal sumber 

daya manusia yang akan meningkatkan produksi total. 

b. Kebijakan pajak, yaitu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Muslim 

berdasarkan jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya pajak tanah, yang 

tergantung dari produktifitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas 

zonanya. 

c. Menegakan kebijakan fiskal berimbang. Nabi hanya mengalami sekali anggaran 

defisit setelah terjadinya “Fathul Makkah”, namun selanjutnya kembali surplus. 

d. Kebijakan fiskal khusus. Kebijakan ini dikenakan dari sector voulentar (sukarela) 

dengan meminta bantuan Muslim kaya untuk memberikan pinjaman kepada 

orang-orang tertentu yang baru masuk Islam. 

Asas yang dianut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

pada masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah asas anggaran berimbang (balance 

                                                             
45 Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Jogjakarta: Kreasi 

Wacana, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 144. 
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budget), artinya semua pengeluaran habis digunakan untuk pengeluaran negara 

(government expenditure). 

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep 

baru dalam bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil 

pemungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan 

sesuai dengan kebutuhan negara. Penerimaan negara pada periode awal Islam antara 

lain: 

1. Zakat. 

Zakat  adalah bagian dari harta dengan persayaratan dan aturan tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam Al-Qur’an, As-

Sunnah dan Ijma’ ulama, sebagaiman firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 

103 : 

لِهِمۡ صَدقَةَخ رُهُمۡ  ٗ  ذۡ مِنۡ أمَۡوََٰ يهِم تطَُه ِ تكََ  إنِ   عَليَۡهِمۡ   وَصَل ِ  بِهَا وَتزَُك ِ ُ  ل هُمۡ   ٗ  سَكَن صَلوََٰ  وَٱللّ 

  عَلِيم   سَمِيع  

 

artinya:“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamumembersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi 

mereka,dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-

Taubah :103) 
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Bagi umat Islam, untuk dapat melaksanakan perintah-Nya salah satu nya adalah 

dengan berzakat. Zakat merupakan ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang memiliki 

posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam 

maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah poros keuangan 

Negara Islam. 

Zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang 

dikeluarkannya zakat. Zakat yang dikumpulkan tersebut diberikan kepada para 

mustahiq zakat. 

2. Jizyah 

Bagi orang Nasrani dan Yahudi tidak berkewajiban menjadi anggota militer di 

negara Islam. Mereka dijamin keamanan diri dan hartanya oleh negara Islam, sebagai 

pengganti dari pembayaran jizyah.Jizyah dikenakan kepada seluruh non-muslim 

dewasa, laki-laki, yang mampu untuk membayarnya. Sedangkan bagi perempuan, 

anak-anak dan orang tua dan pendeta dikecualikan sebagai kelompok yang tidak 

wajib ikut bertempur. Orang-orang miskin, pengangguran dan pengemis tidak 

dikenakan pajak. Jika seseorang memeluk ajaran Islam, kewajiban membayar jizyah 

ikut gugur. Hasil dari pengumpulan dana dari jizyah, digunakan untuk membiayai 

kesejahteraan umum. 

Dalam hal penarikan jizyah, jizyah hanya boleh dipungut dari orang yang 

mampu menanggungnya. Sistem pemungutan jizyah haruslah melihat kondisi subjek 
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pajak, jangan sampai pajak justru mempersulit kondisi masyarakat. Jizyah tidak 

gugur karena kematian. Jika seseorang meninggal setelah berlangsung satu tahun, 

maka ia wajib membayar jizyah, karena dianggap sebagai hutang. Ia wajib 

membayarnya dari harta peninggalannya, namun jika ia tidak memiliki harta 

peninggalan maka kewajiban itu pun gugur, dan ahli warisnya tidak berkewajiban 

membayarnya.  

Jadi, jizyah merupakan  pajak yang dikenakan  pada  kalangan  non muslim  

sebagai  imbalan  untuk  jaminan  yang  diberikan  suatu  negara Islam   pada   

mereka   guna   melindungi   kehidupannya,   misalnya   harta benda, ibadah 

keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan golongan  non  muslim  

yang  dilindungi  kehidupan  dan  harta  bendanya seperti kawan kafir dhimmi. Dasar 

perintahnya adalah Q.S At-Taubah :29 

تلِوُا   ِ ٱلََ يؤُۡمِنوُنَ بِ  ل ذِينَ ٱقََٰ مُونَ مَ لََ يُ وَ  لۡۡخِٓرِ ٱلۡيوَۡمِ ٱوَلََ بِ  للّ  مَ حَر ِ ُ ٱا حَر  وَلََ يدَِينوُنَ  ۥوَرَسُولهُُ  للّ 

غِ  وَهُمۡ  ٗ  دعَن يَ  جِزۡيةََ لۡ ٱحَت ىَٰ يعُۡطُوا   لۡكِتََٰبَ ٱأوُتوُا   ل ذِينَ ٱمِنَ  لۡحَق ِ ٱدِينَ     رُونَ صََٰ

 

artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 

(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 

yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan 
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Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam Keadaan tunduk (At- Taubah : 29).46 

 

 

3. Kharaj (Pajak Bumi) 

Kharaj merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama 

ditaklukan oleh kekuatan senjata. Kebijakan ini berawal pada tahun ketujuh Hijriyah 

di mana pada saat itu tanah Khaibar telah berhasil dikuasai oleh kaum 

muslimin.Tanah-tanah tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh pemilik lama, namun 

ketika panen, maka sebagian dari hasil panen diberikan kepada Nabi (Negara Islam). 

Konsep tersebut juga pernah dijalankan oleh Umar bin Khattab ketika 

menguasai Irak dan Syam. Tanah tersebut tidak dibagi-bagikan, tetapi diharuskan 

membayar kharaj saat panen. Jadi, kharaj pada awalnya hanya dikenakan bagi non-

muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah 

menaklukkan wilayah tersebut, sehingga objek dari kharaj adalah tanah yang berada 

di luar wilayah pusat pemerintahan Jazirah Arab (hanya tanah talukkan). 

Imam Al-Mawardi membicarakan faktor yang menentukan kemampuan 

memikul pajak bumi sebagai berikut: orang yang menaksir kharaj atau sebifang tanah 

harus mempertimbangkan kemampuan tanah yang berbeda menurut tiga faktor. Tiap 

faktor sedikit banyaknya mempengaruhi jumlah kharaj. Pertama; faktor yang 

                                                             
46 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Dipenegoro. 
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berkaitan dengan tanah itu sendiri adalah mutu tanah yang dapat menghasilkan panen 

yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil kecil. 

Kedua; faktor yang berhubungan dengan jenis panen, karena ada yang lebih 

tinggi harganya dari yang lain, dan kharaj harus ditaksir sesuai dengan itu. Ketiga; 

mengenai cara irigasi karena panen yang dihasilkan dengan sistem irigasi air yang 

dipikul hewan atau diperoleh dengan kincir, tidak dapat dikenakan kharaj yang sama 

dengan panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi dari air yang mengalir atau 

hujan. Pajak kharaj bukan saja progresif tetapi juga bersifat luwes, dimana bila 

seseorang tidak mampu membayar pajak, maka ia diberi waktu hingga keuangannya 

membaik. Tetapi bila seseorang punya itikad tidak baik untuk tidak membayar kharaj, 

maka ia pun dipaksa untuk membayar pajak. 

4. Ghanimah (barang rampasan perang) 

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui 

peperangan. Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode 

awal. Pembagian ghanimah yaitu 1/5 merupakan milik negara (Allah dan Rasulnya, 

kerabat Rasull, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil) sedangkan 4/5 bagian 

lainnya dibagikan kepada pasukan yang ikut bertempur. Dasarnya adalah perintah 

Allah dalam Q.S Al-Anfal : 41 

ن شيَۡء عۡلمَُوٓا  ٱوَ  ِ  فأَنَ   ٗ  أنَ مَا غَنِمۡتمُ م ِ سُولِ وَلِذِي  ۥخُمُسَهُ  لِلّ  مَىَٰ ٱوَ  لۡقرُۡبىََٰ ٱوَلِلر  ََٰ كِينِ ٱوَ  لۡيتَ  لۡمَسََٰ

ِ ٱإنِ كُنتمُۡ ءَامَنتمُ بِ  لس بيِلِ ٱبۡنِ ٱوَ  ُ ٱوَ  لۡجَمۡعاَنِ  ٱلۡتقَىَٱيوَۡمَ  لۡفرُۡقاَنِ ٱوَمَآ أنَزَلۡناَ عَلىََٰ عَبۡدِناَ يوَۡمَ  للّ  علَىََٰ  للّ 

  قدَِير   ٗ  كُل ِ شَيۡء
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artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 

rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, 

Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, 

jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan 

kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari 

bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

(QS. Al-Anfal : 41). 

 

5. Pajak atas pertambangan dan harta karun 

Pada dasarnya negara memiliki hak untuk mengeksplorasi sumber mineral 

untuk kesejahteraan masyarakat. Namun bila suatu tambang ataupun harta karun 

ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada 

negara untuk memenuhi keadilan seseorang. 

6. ‘Ushr (Bea Cukai) dan pungutan lainnya 

Alasan dibalik pembebanan bea cukai ini adalah karena para pedagang muslim 

dikenai pajak sebesar 10% di negara asing. Kemudian bea cukai ini dibebankan 

secara umum atas pedagang yang melakukan perdagangan di negara islam. 

F. Kebijakan Fiskal pada Pemerintahan Islam Periode Modern 

Pada pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan, yaitu mulai 

memakai anggaran, defisit dan meninggalkan kebijakan anggaran berimbang, yang 

dianggap tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Mungkin tidak semua ulama setuju 
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dengan kebijakan ini. Berikut dikemukakan tiga ekonomi islam, yang sama-sama 

setuju dengan konsep anggaran defisit. 

Menurut Mannan, sebuah negara Islam modern harus menerima konsep 

anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran 

itu. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan 

(seesuai yang direncanakan dalam APBN) dan mencari jalan serta cara-cara baru 

untuk mencapainya, baik dengan merasionalisasi struktur pajak atau dengan 

mengambil utang dari sistem perbankan dalam negeri atau dari luar negeri. 

Umer Chapra juga setuju dengan anggaran pembelanjaan defisit. Chapra 

berpendapat bahwa negara-negara muslim harus menutup defisit dengan pajak, yaitu 

mereformasi sistem perpajakan dan program pengeluaran negara, bukan dengan jalan 

pintas melalui ekspansi moneter dan meminjam. Chapra lebih setuju dengan 

meningkatkan pajak, karena pinjaman akan membawa pada riba. Dan pinjaman itu 

juga meniadakan keharusan berkorban, namun hanya menagguhkan beban sementara 

waktu dan akan membebani generasi yang akan datang dengan beban berat yang 

tidak semestinya mereka pikul. 

Pendapat ketiga berasal dari Zallum, ia berpendapat bahwa anggaran defisit 

diatasi dengan penguasaan BUMN dan pajak. Pinjaman dari negara-negara asing dan 

lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak dibolehkan oleh hokum 

syara’, sebab pinjaman seperti ini selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu 

yang menjadikan kreditur berkuasa atas kaum muslimin. 

Alternatif solusi untuk menutupi anggaran defisit antara lain: 
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1. Meminjam dari negara-negara asing maupun lembaga internasional. 

2. Penguasaan atas sebagian harta milik umum baik berupa minyak bumi, gas alam 

maupun barang tambang. 

3. Menetapkan pajak (dharibah) kepada umat. Di zaman pemerintahan Islam periode 

awal, anggaranberimbang memang dipilih, karena waktu itu belum terdapatseruan 

untuk pertumbuhan ekonomi. Di zaman modern,pemerintahan Islam tampaknya 

harus memilih sistem anggarandefisit karena sistem ini merupakan anggaran yang 

berorientasipada pertumbuhan. Dalam makalah yang ditulis Abidin Ahmed 

Salama dijelaskan bahwa dalam negara Islam berbagai macam jenis pajak yang 

ada memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan yang ingin dicapai oleh 

negara Islam tersebut. 

G. Pengertian Pajak dalam Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan namaal-‘usyratau al-maks, 

atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari 

rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi 

al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah 

secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sahibul maks atau al-‘asyar. 

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan 

jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah 

kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada 

negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang 

ingin dicapai oleh negara.47 

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah 

satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari 

musuh tanpa perang (fay’), harta wakaf, barang temuan (luqatah) dan dari kekayaan 

alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj 

(pajak bumi), dan‘usyur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor). 

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali 

dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu 

pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan 

lain yang ingindicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang 

pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila 

seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.48 

H. Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak 

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajakini, penulis 

kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh 

tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                             
47 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak, hlm. 64. 
48 Lukman Muhammad Baga, Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi, hlm. 31-

32. 
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1. Didin Hafidhuddin 

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwapajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajibditunaikan oleh kaum 

muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih 

luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana 

transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah 

ditetapkan bersama. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang 

secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula 

dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk 

membayar pajak.49 

2. Masdar Farid Mas’udi 

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama 

yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada 

dalam kewenangan umara (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan 

bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang 

beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. 

Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara 

konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah 

apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa 

                                                             
49 Didin Hafidudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani Press, cet. 1, 

2002, hlm. 61. 
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dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat) kepada 

negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.50 

3. M. Ali Hasan 

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), 

disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan 

sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk 

membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, 

pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan 

dana tetap dibenarkan memungut pajak.51 

4. Syekh Ulaith 

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah 

memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai 

nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas 

nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah 

kewajiban berzakat telah gugur karena itu? Beliau dengan tegas menjawab: “ia 

tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniatzakat, maka kewajibannya tidak 

menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-

Hatab. 

5. Sayid Rasyid Ridla 

                                                             
50 Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1993, hlm. 13. 
51 M. Ali Hasan, Masa’il Fiqhiyyah, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 

4,2003, hlm. 68-69. 
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Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di 

India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah 

tersebut.Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 

atau 1/20? Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu 

dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan 

sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash.  

Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka 

bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib 

membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, 

maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah 

Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan 

tidak menggugurkan kewajiban zakat.Orang itu tetap mengeluarkan zakat.Hal ini 

berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.  

I. Karakteristik Diperbolehkannya Pajak Dalam Islam 

Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki  karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islamyang 

ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan  terlebih dahulu, baru 

kemudian baru menunaikan pajak yang berdasarkan perintah ulil amri 

(pemerintah). 
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2. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya 

kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi. 

3. Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum 

muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan asnaf (golongan), 

sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, 

penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat 

dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak. 

4. Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya 

adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. 

Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, 

anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat 

bekerja yang sangat diperlukan. 

5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa 

sajadihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali. 

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang 

sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu: 

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh 

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal 

sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan 

zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan 

(mustahiq). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya) 

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan 
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kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk 

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-

Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. 

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-

Muslim. Sebab pajak (dharibah) dipungut untuk membiayai keperluan yang 

menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-

Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-

Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. 

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut 

dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari 

pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya 

bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. 

Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak 

bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan 

melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi. 

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang 

diperlukan, tidak boleh lebih. 

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-

Islam, tidak akan dihapus karean hanya itulah sumber pendapatan.52 

J. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak Dalam Islam 

                                                             
52 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34-35. 
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Islam adalah agama yang anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat 

dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam 

sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:53 

a. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan 

dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa 

hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. 

Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal 

benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan 

pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang 

di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam 

mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak. 

b. Pemungutan Pajak yang Adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan 

tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak bukan saja boleh, 

tapi wajib dengan syarat pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. 

Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat, keadilan dalam 

pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan 

kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. 

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentinganumat, bukan untuk 

maksiat dan hawa nafsu.Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, 

bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para 

                                                             
53 Yusuf Qardhawi, Loc.Cit,Fiqh Zakat, hlm. 1081-1082. 
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penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang 

dekatnya.Karena itu, al-Qur’an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan 

sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan 

money politik. Justru itulah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat besar 

menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan 

syariat. 

d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak.  

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak 

sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah 

dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan 

dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu 

dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namunbila ada 

kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para 

ahli termasuk ulama.  

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai 

perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani 

pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang 

dalam menetapkan tarif pajak. 

K. Pajak Sebagai Tanggung Jawab Individu dan Sosial 
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Di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/ memungut 

dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas 

pengertian fisabilillah dengan kepentingan untuk kemaslahatan umum.54 

Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya 

maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Warga negara membayar pajak 

sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu 

suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan 

pemerintahan, kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam 

firman Allah yang artinya : 

أٓيَُّهَا َ ٱءَامَنوُٓا  أطَِيعوُا   ل ذِينَ ٱيََٰ زَعۡتمُۡ مِ  لۡۡمَۡرِ ٱلِي وَأوُ   سُولَ لر  ٱوَأطَِيعوُا   للّ   ٗ  ي شَيۡءفِ نكُمۡ  فإَنِ تنَََٰ

ِ ٱ إلِىَ فرَُدُّوهُ  سوُلِ ٱوَ  للّ  ِ ٱإنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ بِ  لر  نُ وَأحَۡس ٗ  لِكَ خَيۡرذََٰ  لۡۡخِٓرِ  ٱيوَۡمِ لۡ ٱوَ  للّ   يلًا تأَۡوِ  ََ

 

artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), 

dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainanPendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada \Allah (alQuran) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar berimankepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik 

akibatnya".55(QS. An-Nisa': 59). 

 

                                                             
54 M. Ali Hasan, Maasail Fiqhiyyah, (terj.) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, 

hlm. 34. 
55 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 128. 
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Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, 

bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para 

Ulil Amri di antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan 

Rasul-Nya.  

Problematika ekonomi pada saat ini terletak pada pembagian (distribusi) 

kekayaan (barang) dan jasa terhadap individu rakyat, maka sebenarnya masalah 

ekonomi terletak pada distribusi kekayaan bukan pada pertumbuhan produksi. 

Sehingga di dalam Islam ada ketentuan hak kepemilikan, sebab pada dasarnya 

kekayaan adalah milik Allah dan hanya saja manusia diberikan kekuasaan untuk 

mengelolanya. 

Oleh karena itu agar distribusi tersebut dapat tersalur dengan adil, Islam 

membagi bentuk-bentuk pemilikan menjadi tiga jenis meliputi pemilikan individu, 

pemilikan umum dan pemilikan Negara. Politik ekonomi dalam Islam adalah jaminan 

bagi tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyatnya. 

Semua itu bisa terwujud kalau ada usaha dari setiap individu untuk bekerja agar 

kebutuhan pokoknya terpenuhi, juga bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya 

seperti anak-anaknya dan ahli warisnya yang tidak mampu untuk bekerja. 

Namun apabila tidak memiliki wali atau ada tapi tidak mampu memberikan 

nafkah, maka kewajiban itu dipikul oleh Baitul Mal (kas negara) dalam memenuhi 

setiap kebutuhan pokok orang tersebut. Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan 

suatu kewajiban yang berlangsung terus menerus terhadap keberadaan seorang 
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penguasa baik kesejahteraan materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaannya. 

Suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap individu 

rakyatnya maka negara tersebut harus mempunyai pendapatan dalam anggaran 

belanjanya, agar dana yang didistribusikan kepada rakyatnya tidak defisit maka 

negara harus membuat suatu hukum-hukum supaya rakyat mendapatkan bagian-

bagiannya secara adil. Untuk bisa mencukupi seluruh anggaran pengeluaran yang 

diberikan kepada rakyat maka semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan 

dana.  

Di masa sekarang hampir seluruh negara di dunia menetapkan hukum pajak 

untuk dapat menutupi pengeluaranyang dialokasikan kepada rakyat, bahkan pajak 

merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan 

pemerintahan. Jika tidak ada pemasukan dari sisi pajak maka tidak ada kegiatan 

pemerintahan, jadi pajak merupakan sumber utama dalam keberlangsungan 

pemerintahan di suatu negara.56 

Suatu pemerintahan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka negara 

harus memiliki pendapatan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut 

terkadang Baitul Mal tidak cukup untuk menutupi pembiayaan atau pengeluaran. 

Apabila negara maupun sumbangan kaum muslimin tidak cukup untuk menutupi 

pembiayaan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran, maka pada saat inilah 

kewajiban pembiayaan beralih kepada kaum muslimin. 

                                                             
56 Boediono, Ekonomi Makro, hlm.110. 
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Karena Allah SWT telah mewajibkan atas mereka untuk membiayai berbagai 

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran tersebut. Jika berbagai kebutuhan dan pospos 

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudaratan atas kaum muslimin. 

Sebab Allah telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan 

yang menimpa kaum muslim, yaitu jika tidak ada harta sama sekali dan kaum muslim 

tidak ada yang mendermakan. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya 

(darar) dan (saling membahayakan)”.57 

Selain itu pajak tidak diberlakukan secara terus menerus (bersifat permanen), 

yaitu hanya pada saat kondisi keuangan Negara memang darurat saja (bersifat 

temporal). Pajak juga tidak boleh dipaksakan dalam pengambilannya melebihi 

kesanggupan, atau melebihi kadar kemampuan harta orang-orang kaya, atau berusaha 

untuk menambah pemasukan Baitul Mal. Sehingga pajak tidak boleh dipungut 

(diwajibkan) kecuali sekedar untuk memenuhi pembiayaan rutin pos dan tidak boleh 

lebih dari itu, sebab pengambilan yang lebih berarti zalim. 

L. Good Corporate Governance (GCG) 

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Pengertian good corporate governance (GCG) menurut World Bank, 

merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi 

yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, 

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para 

                                                             
57Taqyuddin an-Nabhani,(terj.), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam), 

hlm.262. 
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pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara itu 

dalam GCG Workshop Kantor Meneg PMBUMN Desember 1999, dirumuskan 

bahwa good corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan 

yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses 

bisnis, kebijakan,dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan 

mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko 

secara lebih efisien dan efektif serta pertanggungjawaban perusahaan kepada 

pemegang saham dan stakeholders lainnya.58 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good 

corporate governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Bank Indonesia mengartikan 

GCG sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut: 

“Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan 

prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness).59 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa 

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem yang ada pada suatu 

organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja 

                                                             
58 Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuagan,(Yogyakarta: UPPS 

TIM YKPN,2014), hlm.650. 
59Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hlm. 243-244. 
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semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder pada 

organisasi atau perusahaan tersebut. 

Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang 

lebih dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang 

menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan 

perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. 

Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus 

memandang good corporate governance (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, 

tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Sebagaiman 

firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 41 : 

هُمۡ فيِ  ل ذِينَ ٱ ك ن َٰ ةَ ٱأقَاَمُوا   لۡۡرَۡضِ ٱإنِ م  لوََٰ ةَ ٱوَءَاتوَُا   لص  كَوَٰ وَنهََوۡا  عنَِ  لۡمَعۡرُوفِ ٱوَأمََرُوا  بِ  لز 

قِبةَُ  لۡمُنكَرِ  ٱ ِ عََٰ  لۡۡمُُورِ ٱوَلِلّ 

 

artinya :  (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 

muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 

zakat, menyuruh berbuat ma´ruf dan mencegah dari perbuatan yang 

mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj : 

41). 
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2. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Pengertian prinsip-prinsip GCG tersebut dikemukakan dalam Penjelasan 

Umum atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan angka 1 huruf 

A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, yang 

menyatakan: 

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan.60  

Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar dalam hal mengungkapkan 

keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan 

sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya 

maupun stakeholder lainya. 

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ badan/ dinas sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif.61 Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar 

dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan 

dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-

masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima 

dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada wajib 

pajak, pegawai dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

                                                             
60 Rachmadi Usman,Op.Cit., hlm. 260. 
61 Ibid.,hlm.260. 
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c. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan Badan/ 

Dinas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan badan/ dinas yang sehat.62Peraturan yang berlaku disini termasuk 

yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 

lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan 

persaingan yang sehat. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar pun disini 

diharapkan memperhatikan segala kesesuainnya dalam melakukan 

operasionalnya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. 

d. Professional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak 

objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (independen) 

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan PAD.63Dalam 

pelaksanaan operasionalnya Badan Pendapatan daerah Kab. Kampar  tidak 

diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang berarti 

dijalankan secara professional setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan 

aturan dan regulasi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 

e. Kewajaran  (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam mempengaruhi 

hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang 

berlaku.64 Semua yang berhubungan dengan Badan Pendapatan daerah kab. 

Kampar memiliki haknya masing-masing, sesuai dengan kesepakatan atau 

                                                             
62 Ibid.,hlm.260. 
63 Ibid.,hlm.260. 
64 Ibid.,hlm. 260. 



86 
 

serta regulasi atau penyampaian kebijakan pada stakeholder ataupun anggota 

yang selanjutnya diharapkan tercipta keadilan pada budaya kinerja yang 

professional. 

3. Good Corporate Governance Dalam Islam 

Setiap perusahaan harus melaksanakan pedoman umum GCG yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang berisi 

hal–hal yang sangat prinsip yang semestinya menilai landasan bagi perusahaan 

yang ingin mempertahankan kesinambungan usahanya dalam jangka panjang 

dalam koridor etika bisnis yang berlaku.  

Setiap pihak yang telah diberikan amanat pada sebuah perusahaan baik 

sebagai dewan komisaris, dewan direksi, manajemen dan karyawan pada 

perusahaan tersebut harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-

baiknya dan tidak berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. 

Sebagimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 : 

َ ٱإنِ   نِ ٱوَ  لۡعدَۡلِ ٱيأَۡمُرُ بِ  للّ  حۡسََٰ  لۡبغَۡيِ  ٱوَ  لۡمُنكَرِ ٱوَ  لۡفحَۡشَاءِٓ ٱوَينَۡهَىَٰ عنَِ  لۡقرُۡبىََٰ ٱوَإيِتاَيِٕٓ ذِي  لِۡۡ

 يعَِظُكُمۡ لعَلَ كمُۡ تذَكَ رُونَ 

 

artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. 
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Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya 

konsep GCG di Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, yaitu prinsip-prinsip 

syari’ah. Prinsip syari’ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari’ah. Nilai-

nilai yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 

a. Shiddiq,  

memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung 

tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan Pajak dan 

retribusi daerah yang diperoleh melalui wajib pajak/ masyarakat akan 

dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta 

menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat ) terlebih lagi yang bersifat 

dilarang (haram). 

b. Tabligh,  

secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat 

mengenai prinsip-prinsip, serta kegunaan dan pentingnya membayar pajak dan 

retribusi. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan 

pemenuhan prinsip syari’ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi 

masyarakat mengenai manfaat bagi masyarakat terhadap pajak dan retribusi 

yang dibayar tersebut. 

c. Amanah,  

menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola 

dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak dan retrbusi yang 
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dibayarkan, sehinga timbul rasa saling percaya antar masyarakat dengan pihak 

Badan Pendapatan daerah Kab. Kampar. 

d. Fathanah,  

memastikan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi tersebut dilakukan secara 

profesional dan kompetitif sehingga para wajib pajak atau masyarakat bisa 

merasakan manfaat dari pajak tersebut. Diantara manfaat yang bisa 

disampaikan antara laian untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan 

sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana prasarna umum lainnya, Serta 

memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan pelayanan yang penuh 

dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab 

(mas’uliyah). 

 

M. Keranga Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis 

mengembangkan kerangka pemikiran penelitian tentang analisis kontribusi pajak 

daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. 

Kampar  dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Kerangka pemikiran dari masalah 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:65 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

                                                             
65 Suliyanto, Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi, 

2011), hlm. 205 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
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 Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak 

Daerah, harus dijelaskan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola, karakteristik , 

serta dijelaskan pula upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung peningkatan 

PAD tersebut. 

2. Dengan peningkatan PAD tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta manfaat dari pajak dan retribusi tersebut bisa dirasakan oleh 

masyarkat, baik melaului sarana pendidikan, pembangunan infrastruktur serta 

fasilitas lainnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. 

3. Dalam konsep islam, bahwa pajak tersebut diperbolehkan dengan beberapa 

syarat, diantaranya yaitu negara memang benar-benar membutuhkan dana, 

sedangkan sumber lain tidak diperoleh, Pemungutan Pajak yang Adil, Pajak 

1. Rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah. 

2. Strategi Bapenda Kab. Kampar dalam meningkatkan PAD 

3. Kendala Bapenda Kab.Kampar dalam peningkatan PAD 

4. Langkah yang telah dilakukan untuk Peningkatan PAD 

5. Konsep ekonomi islam dalam pemungutan dana pajak dan   

retribusi 

 

OUT PUT 

1. Meningkatnya PAD dari sektor Pajak Daerah yang signifikan 

2. Peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah, namun relatif 

kecil karena potensinya juga masih sangat kecil 

3. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah telah 

sesuai dengan konsep ekonomi islam. 
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hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk 

maksiat dan hawa nafsu, Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. 

N. Penelitian Terdahulu 

1. Tesis Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman, Dakiri, Universitas 

Pembangunan Nasional “ Veteran”,hasil penelitiannya adalah bahwa penerimaan 

pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan 

memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap pendapatan asli daerah. Maka 

penerimaan pajak harus dikelola secara efektif dan efisien agar penerimaan pajak 

daerah terus meningkat. Dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

(PAD) yang terus meningkat diharapkan Pemerintah Kabupaten Sleman mampu 

dan mandiri untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dan 

sekaligus mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.66 

2. Tesis, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten 

Toba Samosir, Hendri Edison H. Panggabean, hasil Penelitiannya adalah secara 

simultan, Pajak Daerah, Retribsi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Samosir.  

3. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Pengaruh Pajak Daerah Pada 

Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar, Ni Made Marita dan Ketut Alit 

Suardana, Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa, secara absolut dari pajak 

daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak 

                                                             
66 Dakiri, Analisis Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Sleman, (Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran”), Yogyakarta : 2013. 
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penerangan jalan, secara efektif jumlah rupiah realisasi penerimaan meningkat 

setiap tahun ke kas daerah Kota Denpasar, akan tetapi secara persenttase realisasi 

penerimaan masing-masing pajak daerah terjadi penurunan dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. 

4. Tesis, Analisis Pengaruh Penerimaan Retrbusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sragen, Universitas Sebelas Maret, Martani Setyawati, Hasil 

Penelitiannya adalah Retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa pelayanan 

umum, retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan khusus berpengaruh 

terhadappendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sragen tahun 2000 – 2009. Rata– 

rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sragen tahun 2000-2009 

adalah yang paling besar dibandingkan kontribusi pajak daerah,bagian laba usaha 

daerah maupun pendapatan lain-lain. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 

sebesar 54,90%, kontribusi laba usaha daerah sebesar (6,08%), kontribusi pajak 

daerah menyumbang (17,46%) dan kontribusi pendapatan lain-lain sebesar 22,19%.67 

5. Tesis, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal 

Sebagai Variabel Pemediasi Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia 2010-2013, 

Universitas Lampung, Nina Novarianti, hasil penelitiannya adalah Secara empiris 

penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan 

Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Dari hasil penelitiantersebut, menunjukan 

                                                             
67Martani Setyawati, Analisis Pengaruh PenerimaanRetrbusi Daerah Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Sragen, (Universitas Sebelas Maret), Surakarta, 2010. 



92 
 

bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan 

terhadap Belanja Modal. Dalam model substruktural II, pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Belanja Modal lebih tinggi dibandingkan dengan Dana Alokasi 

Khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat sudah berkurang.68 

 

                                                             
68 Nina Novarianti, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana 

Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel 

Pemediasi Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia 2010-2013, (Universitas Lampung), Lampung, 2016. 
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